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BUPATI BAIUTO UTARA 

PROVINS! KAJ.IMANTAN TENOAH 

PERATURAJf BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENT.ANG 

PETUNJUK PELA.KS.ANA.AN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 
R.ETRJBUSI PENGENDALlA.N MENARA TELEKOMUNIXASl 

Menimbang 

Meng,ngat 

DENG.AN RAHMAT TUBA!f YANG MAHA ESA 

BUPATI BARlTO UTARA, 

a. ba11wa Retribusi Pengendalian Menara Telckomtutikasi tclah 
di,etapkan berdasa.rkan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 
2017 Len tang Perubahan Atall Peraturan Dacrah Nomor 8 
Tahun 2011 ten Lang Rctribusi Jasa Umum; 

b. bahwa dalam rangka mcnindaklanjuti kctcntuan pasaJ 50 
ayat (2) Pcraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 I I ten tang 
Rctribusi Jasa Umum scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Nomor I Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Dae rah Nomor 8 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Jasa Umum, sekaLigus dalam rangka pelaksanaan 
Retribusi Pengendalian Menara. TeJekomunikasi scbagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu mcngatur Pctunjuk 
Pelaksanaan dan Ta,a cara Pemungunm Relribusi 
Pengendalian Mena.ra Telekomunikasi; 

c. bahwa b<:rdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud 
pada hun1f a dan b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati 
Barito Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara 
Pcmungutan Rctribusi Pcngcndali..,n Mcnara Tclckomunikasi; 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nom<)r 27, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana tclah bcbcrapa kali 
d iubah terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
I 965 ten tang Pembcntukan Daerah Tingkal II Tanah Laut, 
Dacrah Tingkat U Tapio dan Dacrah Tingkat II Tabalong 
dengan Mcngubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Peneto.pan Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 
1953 tcntang Pembcntukan Dacrah Tingkat U di Kalimantan 
(Lcmbaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 l , 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik rndonesia Nomor 
2756); 



2. Undang•Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 ,enu,ng 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemeriat.ahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6 . Undang-Undang Nomor 36 Ttthun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3881); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentru1g Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndoncsia 
Tahun 2014 Jllomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana lelah 
bcbcrapa kali diubah, teral<hlr dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Uodang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
J ndonesia Nomor 5679); 

9. Pera1uran Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 teniang Sistem 
laformasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LeJnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pcdornan Pengelolaan Kcuangan Dacrah, 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peratumn Men teri Da.lam Ncgeri Nomor 21 Tahun 201 l 
tentang Perubahan Kcdua Atas Pcraturan Mcnteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentaag Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

l l. Peraturan D•erah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum (Lernbaran Daerah Kabupaten Barito Utare 
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4), scbagaima.na telah diubah 
dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Barito Utara Nomor I 
Tahun 2017 tenta.ng Perubahan AU>s Peraturan Daerah 
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Nomor 8 Tabun 20 I I ten tang Retribusi Jasa Umum 
(Lcmbaran Daerah KabupaLen Barilo Ulara Tahun 2017, 
Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barilo 
Utara Nomor I); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Ulara (Lembaran Dacrah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN 
TATA CARA PEMUNOUTAN RETRJBUSI PENOENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal J 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Kabupaten adalah Ka bupatcn Barito Uwra. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupatcn Barito 
U t:ard. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Dinas adalah Dinas Komurul<asi, lnfom1a tlka dan Pcrsandian 
Kabupaten Barito Utara. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, lnformatiks dan 
Pcrsandian Kabupaten Barito Uuu-a. 

6. Retribusi Pengendalian Menara Telckomunikasi yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah pUngutan dacrah sebagai pembayaran 
alas pelayanan pengendruian mcnara telekomunikasi. 

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan 
diberi rugas tertentu olch Kepala Dinas untuk mclakukan 
pemungutan Rctribusi. 

8. Kas Daerah adalah Kas Oaerah Pemerintah Kabupaten Barito 
UISra. 

9. Badan adalah selcumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang mclakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaba yang mcliputi Pcrseroan Terbai.as, 
Perseroan Komandir.er dan perseroan lainnya, Badan Usaha Mjlik 
Negara (BUMN) aLau Badan Usaba Mihlc Oaerah (SUMO) dengan 
name dan dalam bc:nluk apapun. Finna. Kongsi. Dana Pensiun, 
Persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgar1isasi 
SO$ial potitik atau organisa$i lainnya, lembagn dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak invcstasi kolcktif dan bentuk usaha 
tetap. 

10. TeJekomunikasi adalah sctiap pemancaran_, pengi.riman dan/atau 
penerimaan di<ri sctiap informasi dalarn bentuk ISnda•tanda, 
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isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi mclaJui sistem kawat, 
optik, raclio atau sistem eleklromagnctik lainnya. 

11. Pcnyelcnggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan ix:nycdiaan 
dan pelayanan tclckomunikasi sehingga mcmungkinkan 
lCtselenggaranya telckomunikasi. 

12. Mcnara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah 
bangunan unr:uk keµ<:ntingan umum yang didiriklln cliatas tanah, 
atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kcpcntingan umum 
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka dimana rungsi, desain 
ctan konstruksinya disesuaikan sebagai saran.a penunjangan 
menempatkan perangkat telekomunikasi. 

13. Pcmilik Menara adalah orang pribacli dan/atau badan yang 
memiliki menara telekomunik.asi yang digunakan dalam 
penyelenggnraa.n telekomunikasi. 

14. Wajib Rctribusi adalah orang pnoadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribus~ termasuk pemungut atau 
pemotong retribU$I tcrtcntu. 

15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan olch subyek 
dan/atau wajib rctribusi untuk melaporkan data objek retribusi 
sebagai dasar perbitungan dan pembayoran retribusi yang 
terutang. 

16. Harl adalah hari kerja. 

17. Pemungutan adalah suaru rangkaian kegiatan mulal dari 
pcngbimpunan data objck dan subyck rctribusi, penentuan 
besamya retribusl lerutang sampai kegiatan penagihan retn'busi 
kepada wajib retribusi serta pcngawasan penyetorannya. 

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu ter!cntu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pcmcrintah 
Kabupatcn. 

19. Sural Ketetapan Rctribusi Oaerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRO adalah surat Kete,apan Retribusi yang menentukan 
bcsamya jumlah pokok retribusi yang tcrutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Oaerah, yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagiban rctribusi dan/atau sank•i 
aclntlnistratif berupa bunga dan/atau denda. 

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah bukti pcmbayaran atau penyetoran retribusi yang tclah 
dilakukan dengan menggunakan rorrnulir atau telah dilakukan 
dengan CAra lain ke kas daerab meiaJui tempat pembayaran yang 
ditunjuk olch Bupati. 

22. Surat Ketetapan Rctribusi Oaerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 
mcncnrukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jurnlah krcdlt rctribusi yang lebih beso.r darip .. do. retribusi yang 
Lerutang atau seharusnya tidak Lerut.ang. 

23. Pcmcriksaan adalah serangkaian kcgiatan mcnghimpun dan 
mcngolah data, keterangan, dan/aiau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profcsional berdasarkan suatu standar 



pemeriksaan untuk menguji kepatuban pemenuban kewajiban 
retribusi dan/atau untuk tujuan lajn daJam rangka melaksanakan 
ketenruan peraturan perundang-undangan retribusi dacrah. 

24. Dalam kota adalah wilayah yang meliputi Kclurahan Mclayu dan 
Kclurahan Lanjas Kccamatan Tcwch Tcngah. 

25. Luar kota adalah wilayah selain Kelurahan Melayu dan Kelurahan 
Lanjas Kecamatan Tcweh Tcng$.b 

BAB D 
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRJ.BUSI 

Pasru2 
(1) Pcmungutan Retribusi dilaksanakan oleh Oines. 
(2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan olch Bupati 

dalnm melaksanakan pemungutan Retribusi . 
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan scbagrumana dima.ksud pada 

ayat (21 ditetapkan dalam Peraluran 8upati ini. 

BA8lU 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATMN 

Bagian Kesatu 
Tata rora Pendafuu-an 

Pasal3 
(1) Pcndaftaran Wajib Relribusi dilal<Ukan oleh Pcmilik Mcnara atau 

yang diberi kuasa dengan pen;yaratan sebagai bcnkut: 
a . mengisi SPdORD yang ditandauu,g;,.ni oleb Pcmilik Menara 

atau yang diberi kuasa dcngan Bahasa Indonesia yang 
ditujukan kepada Kcpala Dinas, yang memuat keterangan 
sebagai berikut: 
1. nama pemilik Menara; 
2 . alamat Pcmilik Mcnam; 
3. lokasi menarat 
4. tinggi menara; 
5. tabun pcmbuatan/ pemasangan mena.ra; 
6. jenis menara; 
7. be ban maksimum menara; dan 
8. jumlah BTS dalam menara. 

b. SPdORD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri 
dengan data/dokumen pcndukung sebagru berikut: 
I. foto kopi identitas pemilik mcnara untuk perorangan dan 

akta pcndirian badan hukum untuk badan; 
2 . dalam hal dikuasakan kepada orang atau l:ladari, 

ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi 
metemi sccukupnya dari PemiJik Menara: 

3. bukti kepemilikan tanah/surat penguasaan tanab; 
q _ surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa; dan 
5. dokumen stander baku konsU'tlksi mcnara. 

(2) Bentuk dan Format SPdORD sebagajmana dimaksud pada. ayal (l) 
tercantum daJam Lampiran I yang me.rupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) SPdORD beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) diserahkan kepada KepaJa Dinas. 
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Bagian Kedua 
Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subj<!k Rctribusi 

Pasal 4 
(1) Pendataan objek dan subjek Retribusi cillaksanakan oleh Kepala 

Dinas. 
(2) Dalam ha! diperlukan, Kepala Dinas mclaksanakan pendacaan 

objek dan subjek Retribusi dengan mcngikutsertakan Perangkat 
Daerah/instansi yang tcrkait. 

(3) Pendataan objck dan subjck Retribusi dapaL clilakukan oleh pihak 
ketiga yang memcnuhi persyaratan teknis yang dilentukan dan 
ditw,juk olch Dinas. 

BABIV 
MASA RETRJBUSI DAN SAAT RETRlBUSI TERUTANG 

Pasal 5 
Masa Retribusi Pengendalian Menara Tclekomunikasi adalah 1 (satu) 
tahun. 

Pasal 6 
(I) Saal Reiribusi tcrutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD. 
(2) SKRD scbagaimana dimalcsud pada aya1 (J) d.itetapkan olch 

Kepala Dinas. 

BABY 
WJLAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSl 

Pa$8l 7 
Retribusi yang cerutang dipungut di wilayah Kabupaten. 

BAB VT 
TATA CARA PEMUNOUTAN RETRJ8USI 

Pasal 8 
(I) Pcmungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Pcmungutan retribusi dilaksanakan dengan mcnggunakan SKRO. 
(3) 8cntuk dan format SKRD sebagaimana dimakst1d pada ayat (2) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak lerpisahkan dari Pcratu.ran Bupati ini. 

BAB VU 
TATA CARA PERHlTUNGAN, PEMBAYARAN DAN 

PENAGlHAl'I RETRIBUSI 

Bagian Kesalu 
Tota Cara Perhitungan Retribusi 

Pasal 9 
Tata cara perhitungan Retribusi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Ill yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Pcraturan 
Bupati ini. 
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Bagian Kedua 
Tata cara Pembayaran 

Pasal 10 
( I) Pembayaran rctribusi terutang harus dilunasi sekaligus. 
(21 Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah 

diterbitkannya SKRD. 
(31 Re1ribusi tenuang d ibayarkan melalui Bendahara Penerimaan 

pada Dinas. 
(4) Relribusi tcrutang sebagaimana dimaksud pa.da ayat (21 dilunasi 

paling lambat I 5 (Lima belasl hari sejak d ilerbitkannya SKRD. 
(5) Pcmbayaran Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan menggunakan rormulir SSRD. 
(6) Bentuk dan format SSRD sebagalmana tercanl1.llll dalam Lampiran 

N yang merupakan be.gian tidal< tcrpisa.hkan de.ri Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 11 
Apabila tanggal jatuh tempo scbagaimana tercantum dalam SKRD 
bert.epatan dcngan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari 
kerja berikulJ'lya. 

Bagian Ketiga 
Taw Cara Penagihan 

Pasal 12 
( I) Dalam hal Wajib Retribu~; lidak mclaksanakan kewajiban 

pembayaran sampai dengan tanggal sebagalmana dirnaksud dalam 
Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran. 

(2) Teguran sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dilakukan secara 
tertulis. 

(3) Dalam ha! diperlukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) dapat dilaksanakan lebih dari I (satu) kali sampai dcngan 
jangka waktu kurang dari sebulan sejak 1anggal ditcrbitkannya 
SKRD. 

(4) Bentuk dan format surat teguran ...:bagairnana tcrcantum dalam 
Lampiran V yang merupakan b<,gian tidak lcrpisahkan de.ri 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 
(1 I Apabila wajib Rctribusi tidak membayar atau kurru,g membayar 

rctribusi lcrutang sampai saal jatuh tempo pembayaran sejak 
diterbitkannya SKRD, Kcpala Oinas melakukan penagihan dengan 
mcogguoakan STRD. 

(2) STRD ditcrbitkan 7 (tujuhl hari setelah l.80ggii) scbagaimana 
dirnaksud pada ayat ( I). 

(3) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dirnuat juga 
denda yang harus dibayarkan . 

(4) Denda dihitung sccara bulanan dan dipcrbltuogkan sejak tanggal 
sebagaima.na dimaksud pada ayal (1) 

(5) Dalam waklu 7 (tujuh) hari setclah STRD ditcrbitkan, Wajib 
Retribusi barus melunasi Retribus1 yang tcrutang. 

(6) Apabila tanggal jatuh tempo scbagairnaoa tcrcantum dalam STRD 
bert.epatan dengan bari libur, pembayaran dapat dilakukan pada 
hari kerja berikutnya. 

(7) Bentuk dan format STRD sebagaimaoa tercantum dalam Lampiran 
VT yang mcrupakan bagian tidak terpisahkw, dari Peraruran 
Bupati ini. 
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BAB VUJ 
PENOURANOAN, KERINGANAN DAN PEM!lEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 14 
(I) Pengurangan, keringanan dan pcmbebasan Rctribusi diberikan 

dengan melihat kemampuun Wajib Retribusi. 
(2) Pcngurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilak:ukan dalam hal terdapal permohonan dari wajib Rctribusi 
mengenai pengurangan besarnya Rctribusj tcrutang scbagaimana 
tercanlu.m dalam SKRD. 

(3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan 
pennohonan untuk mcmbayar sccara angsu.ran atas kewajiban 
mcmbayar Rctribusi tcrutang sebagaimana t.ercantum dalam 
SKRD. 

(4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pem<>hon telah 
mcmbayar kewajiban Retribusi terutsngnya paling sedikil 30% 
(tiga puluh persen] dari seluruh kewajibannya. 

(SJ Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), retribusi 
diberikan dengan meHha1 fungsi objek ReLribusi. 

Pasal IS 
(I) Untuk mengajukan pennohonan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan 
dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan 
pembcbasan. 

(2) Permobonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya 
atss SKRD yang relah ditetspkan. 

(3) Pennobonan pengurangan, keringa.nan atau pcmbcbasan Retnousi 
dalam jangka waktu paung lambat 14 (empat betas) hari scjak 
tanggal diterimanya SKRD. 

(4) Dalam hal permohonan pengurangan, kcringanan atau 
pembebasan Retribusi tclah lcwat jangka waklU sebagaimana 
dirnaksud pada ayal (3}, permobonan tidak dapat diterima. 

(5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kcpala Dinas mclakukan pemeriksaan terhadap objek 
Rctribusi. 

(6) Atas pcrmohonnn pengurangan atau keringanan Relribusi, Bupau 
mclakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi. 

(7) Atas permobonan sebagaimana dimaksud pada aya, (2) Bupati 
dapat mengabulkan sebagian atsu seluruhnya atau mcnolak dan 
ditetspkan da lam Kepu1usan. 

(8) Keputusan seb<lgaimana dimaksud pada ayat (7) mencantumkan 
juga alasan pengabulan atau penolakannya, 

Pasal 16 
(I) Atas permohonan pengurangan atau pcmbebasan Retribusi tidak 

mcnunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban 
pembayarannya, 

(2) Atss pcrmohonan keringanan, apabila telah diset:4,jui terhadap 
slsa kewajiban Retribusi tidak dikenakan del\da adminlstrasi. 

(3) Denda adrrunistrasi sebagrumana dimaksud pada ayat (2), 
dikenakan apabila Wajib Retribusi cidak membayar kewajibannya 
pada tsnggal jatuh tempo tera.khir sebagaimana tercantum dalam 
Keputusan persetujuan ke-ringa.nan. 
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BABIX 
KETENTUANPENl.fl'UP 

Pasal 17 
Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar scliap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundang-dll 
Pcracuran Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Muara Tcweh 
pada tanggaJ .2'f Agustus 2018 

~~AJUS DAERAII 
{t,~ ~TEN BARITO UTARA, 

~

$ ~\ ~, -- ' -it "9'\~ 
~~ ~ ,_, - JAINAL ABIDllf 

Dit.etapkan di Muara Teweh 
pada tanggaJ ~ AguSlUS 2018 
--= 

q, \'.>~ r t"Jj• u
1
~ro UT.ARA, 

·~"A,:~-'' - _ ... ,, . ' ., * "i,:·~ • 
~ •;~',;> ~ADA.LSYAH .., ~- ,: . 
.:,~_t-ro \)..,:JY 

~-

~A DAERAH KABUPATE!f BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1!,; 



LAMPIRAN I : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR f'7 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA 
CARA PEMUNGUTAll RETRIBUSl PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

BENTUK DAN FORMAT 
SURAT PENOAITARAN OBJ EK RETRIBUSI OAERAH (SPdORO) 

RETRlllUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 
DINAS KOMUNIKASI, IlfFORMAflKA DAN PERSANDIAR 

Jalan Promuka No. 21 Telepon (0519} 22432 Faxim.ilc (0519) 2 t 901 Muara Te-a'Ch, 
~lnsl KalimantanTcn··- • -73811 

No. SPdORD : 

01111111 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPdORO) 

1. Name Pemilik Menara 
2. Alamal Pemilik Menara 
3. Alamat Mena.ta 
4. .Lokasi Menara 
5. Tinggi Mcnara 

Kepada: 
Vth. KepaJa Dinas Komunikasi, 

I nformatika dan Pcrsandian 
Kabupaten Barito Ut.ara 
di 

Muara Teweh 

....... ................ ' ................... . 

. ......................................... , , . 

. . ............... ...................... ' ' ... . . . . .......... ........................... ' ' ... . 
6. Jumlah Pengguna Mcnara/jumlah 8TS ............................... ........... .... 
7. Tahun Pembuatan Menara 
8. Behan Maksimum menara 
9. Longitrude/Latittude 
10. Tanggal clan Nomor 1MB 

. . . .............. .. .......................... . 

. . ............. ' ....... .............. ... .... . . . . .... . ........ .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . 

Scbagai bahan lebih lanjut kami lampirkan : 
a. foto kopi identicas pemilik men.are. untuk peroranga.n dan akta pcndirian 

badan hukum untuk badan; 
b. dalam ha! dikuasal<an kepada orang atau Badan, ditambahkan surat 

kuasa atau perjanjian yang dibubuhi mctcrai secukupnya dari Pemilik 
meoara; 

c. Bukti Kepernilikan tanah/ surat penguasaan tanah; 
d. Surat keterangan tanah dari Lurah/Kepala Oesa; 
e. d.okumen standar baku konstruk$l menaro. 

)' coret yang tidak pcrlu 

....... ............. .................. ... '20 ... 

Nama Jelas 

Tanda Tangan ; ....................... . 
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011S1 OLEH PETUOAS PENERIMA DUSI OLE.;H PETUGAS PENCATAT DATA 
NpW□ang diberikan Diterima Tanggal . . ' ........... '' ...... 
□ I I I I I I I I CD I I I I Nama Jelas/NIP . . . .... ' ' ............. 

Tanda Tangao 

Nama 
Alamal 

. . . ........ ' ' .......... 
Nama Jela•/NIP . . ................................. 
Tanda Tan•an . . ......................... ' ...... 

No. SPdORD: ........................ 

TANDA TERIMA 

., .......................................................................................... . 
····························································· ... , ........................... . 
······························· .. ·······················································•"'' 

... .......... ........... . , .................. .. 20 .. . 
Yang rnenerima 

.... ' .................... . 
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LAMPIRAN D : 
PERATURAl'I BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 19 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAJf DAN TATA 
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASJ 

BENTUK DAN FORMAT 
SURAT KETETAPAN RETRJBUSI DABRAH (SKRD) 

RETRIBUSI PENOENOALIAN ME NARA TELEKOMUNIKASI 

SKRD I ~AH K.t-SUPATPI 84JUTO VfARA 
DI8KOllllJQ'OSAllDJ (Su.n.t Ketebpul Retrfbust NO. URlll': 

Jl. Pramukn No. 21 Telepon t0519) 22432 Daen.h) I I I I I 
f'aximDc (0519> 2 1901, Mu.aru Tcweh Masa Pajak : .......... 

Ttlhun . , ......... 
Nama . . . ...... ' ........................................ 
Alamat . . ················································ NPWD . . ...... ........ ................. ................. 
Tanggal jatuh tempo . . . ................................ ............... 

NOMOR LOKASI MENARA JUMLAH 
URUT KETETAPAN 

POKOK 
RETRIBUSI 

01 Ro. 
02 Ro. 
03 Ro. 
O<I Ro. 
dst Ro. 

TOTAL JUMIAH KF.,SELURUHAN Rn. 

Dengan hun,f: 

el::Bl:IAIIA~ i 

I 

l. Harap penyetomn dilalrukan mclatui Bcndahara Pt.ncrimaan Oinaa Kom un Out.si, 
lnformo.tika do..n Perw.ndian atau Ka• o .. rnh (Bank Kaltcng Cabang Muara Tcweh} 
dcngan menggunak~n SSRP; 

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dJba,yar lcwat wa.ls"tu palli-1g l.arna 30 han seltlnh 
SK'RO ditcrima dikcnakan sanksi ad.min.ist.rasi denda berupa bunga ae-bcaar 2 % (dun. 
peNoC1,) tiA p bu IM 

Muara Teweh , 
............................. 20 .. 

An. Kepala Dinas Komunikas·i, 
lnfonnatika dan Persandian 

Kabupaten Bariw Utara 
Bendahara Penenma, 

....................... 

--·-· .. ···-·-··-·-------- PotongdJSl.ni----.. --.. --.. ----.. -
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NpWD 
Nama 
Alamal : 

No. SKRD: .......... ' ' ........... . 

TANDA Tl!:RIMA 

···································· ........................................................ . 
............ '' , ............. ' ........................ ········-···· ...... ···················· 
············•··••· .. ,, ................... ,, .. ............................ ..................... . 
.... ,, ............... ................................................................ , ...... . 

,,, ........................................... 20 .. . 
Yang mcnerima 

............. ' .. ' ........ . 
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LAMPIRANW : 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR 19 TAHON 2018 
TENTAl'IG PETUNJUK PELAKSA1'1AA1'1 DAN TATA 
CARA PEMUNGUTA1'1 RETRlBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

TATA CARA PE:RHITU NGAN 
RETRIBUSI PE:NGE:NDALIAN MENARA TE:LEKOMUNIKASI 

Perhitungan atau pcnilai1tn bcsarao tarif Relribusi Pengendali1tn Menara 

Telekomunikasi (RPMT) clihitung berdasarkan tingkat pcnggunaao jasa dikalikan 

tarir retribusi. 

Tingkat penggunaao jasa mcrupakan jumlah kunjungan dalam rangka 

pe.ngendalian dan pengawasan menara daJarn satu tal1un per menara .. 

Tarif Rctribusi dibitung berdasarkan biaya rata-rata atau tarif per menara per 

tahun dikalikan indeks variabel jarak tempuh dikalikan indeks variabel jenis 
menara den jumlah kunjungan dalam satu tahun. 

Biaya rata .. rata per menara 

J Transportasi 1 Tim 12 hari Rp. 1.925.000,- Rp. 23. L00.000 ,00 
2 U1tng harian 5 Orang 12 hari Rp. 515.000,- Rp. 30 .900.000,00 

3 ATK I Tahun - Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,00 
Total Bieya Operasional per tahun Rp. 56.500.000,00 

Biaya rai:a-rata atau mrif per menara per tahun (36 
Rp. 1.569.444,44 

mcnara) 

Tulf varlabel 
Diasumsikan variabel yang d igunakan adala.h seba.gai berikut: 
I. Variabelj arak tcmpub: dalam kota (indeks 0,7) d1tn Iuar kota (indeks I ,3) 
2. Variabel jcnis mcnara: menara monopolc/Kamuilase (lndeks 0,9) dan menara 

mandiri (1 , 1) 

Mencliotrlbualbn blaya n.ta-n.ta atau tarif per menua per tabun aebeaar 
Rp. 1.569.444,44 ke maalng-maalng va.rlabel aeauai lndeka 

Varlabel lndeks lndeks 
I 2 3 

DalamKota 0,7 
Mcnara Mono=le/Kamuflasc 0,9 
Menru-a Mandiri 1 I 
LuarKota 1,3 
Menara Mono=le/Kamuflase 09 
Menara Mandiri 1, 1 
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l. Conloh Perhitungao bcsaran tarif Retribusi Penger\daHan Menara 

Telckomunikasi (RPMTI: 

Pendirian Menara Telekomunikasi mandiri dengan ketinggian 72 m 
dipergunakan oleh 2 (dua) penycleaggara / operalor 1.elckomunikasi dan 

berada di wilayah Kecamatan Teweh Selataa dikunjungi scbanyak 2 kali 
dalam satu tabun, maka formula perhitungan tarif rclribusinya adalah 

sebagai bcrikut ; 
lndeks Vanabel Jarak Tempuh • 1,3 

lndeks Variabel Jen.is Mettara - l , l 
Biaya Rata-Rau, atnu Tarif Per Menara Per Tahun = 1.569.444,44 

Tarif Retribusi = Indeks Vanabel Jarak Tempuh x lndeks 
Vanabel Jcnis Menara x Tarif Per Menara 

: l,3 x 1,1 _x Rp. 1.569.444,44 

• Rp. 2.244.305,56 

'l'ingkat Pengguna Jo.sa = 2 kali 

RPMT • TPxTR 
= 2 x Rp. 2.244.305,56 

= Rp. 4.488.611,12 
Jadi jumlah Rctribusi yang harus dibayarkan pemilik mcnara tersebut 

untuk satu tahun adalah Rp. 4.488.611 , 12 (Empat juw. empat raLus 
dclapan puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah dua bclas sen). 

Muara Teweh , . ..... ....................... 20 .. 
An. Kepala Dinas Komunikasi, fnformatika dan 

Persandian Kabupaten Barito Utllra 
8endahara Penerima, 
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LAMPIRAN IV : 
PERATURA.N BVPATI BARITO UTARA 
NOMOR '!> TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRlBUSI 
PENGENDALIAJII MENARA TELEKOMUNIKASI 

B£NTUK D AN FORMAT 
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

RETRJBUSI PENG£NOALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

SSRD 
DISKOIONFOSANDI 

~ PEIIERJIITAH 1<ABUPATEII IIARITO U't\RA 
l&UJtA't 881'0.RAII' B$TIU1SU81.D.Ult.ABI 

JL Pramuk.a No. 2 1 Tek.pon (0519)22432 f'8Xlmilc 
•M 19) 2190lt .Muara. Te'A'\"h 

TABUII ............. 

Nama : ················································ 
Alamat ' 

......... ' ' .................... .... ' ............ 
NPWD ' ............. ' ..................... ' ....... ..... 
Mcnyctor bcrdaM.rkan •1 

O sKRo Q STRD 

0 SKPDKB 0 Lain-lain 

: Masa Paj:-:i,k : ........... Tahun : ...... .. No. Urut : ............ 

No Kode Rokenin• Jcni5 P.djak Jumlnb Ro. 

Jumlah Setoran Pajak 

Denganhuruf 

Ditcrima olch Kantor Pencrirna Pembayaran ................. ..... , ..................... 20 ...... 
Wajlb Pnjak/P=yetor Tanggal, ..................................... , 

Gap dan tanda ta,agan 

Na.ma Jelas ....... ............... , . .. .•.• 

Ruang Validasi Kantor Pencrima Pembayaran 

' Ben l8Jlda ,., pad.a kotak 
Cata.tan; 

cap dan t.anda tango" 

l,,,. .. ...................... .' 

l,.e:mbar ~ l - untuk waj1b pajak 
Lem bar kc 2 • unt.uk bcndahara pcncrinta/bank yang ditunjuk 
Lcmbar ke 3 =- unt\.lk DPPKA 
Lcmbar ke 4 ccc untuk DPPKA 
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LAMPIRANV : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
l'IOMOR 19° TAHUl'I 2018 
TENTANG PETOriJUK PELAKSANAAN DAJf 
TATA CARA PEMUJIGUTAN RETRlBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASl 

BENTUK DAN FORMAT 
SURAT TEGURAN 

RETRJBUSI PENOENDAL!AN MENARA TEL,EKOMUNJKASI 

PEMERINTAB KABUPATEN BARITO UTARA 
DINA$ KOMUNJKASl, INFORMATIKA DAN PERSANDIAJI 

Jalan Pramuk-a No. 21 Tclcpo.n (0519) 2~432 Faximl.tf' (0519121901 Muana. Tewcb, 
f'ro\.insi Kalim:mtan i e-ogah - 738 l I 

Kepods Ylh. 
' ............. " ......................... . 

•······ ................... , ....... ...... . 
di -

...... , .. ,_ ... .................. .. 

SURAT TEGURAN 
Nomor ; .............. . 

Menurut perobukuan kami, b.irtgga saat ini saudara masih meinpunyai tunggakan Pa.1ak 
Retribusi Mcnara Telekomunikasi sebagai be-rikut : 

Jenla: Nomor dn.n Ta.nggal 
Tonggal Jumlah 

Tahun ,Jatub 
Pajak SKRO/ Sl(RPOKB/STRD Tcm....,., Tungg,,~ 

Jumlah 

Oe.ngan hurt.t.f : (, , .. ..... .. ............. ......... ........ ............................... . ........... ... ........ ) 

Oihnrap Saudam agar melunosi jumlah tunggnkan dalrun woktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal SUrat Tcguran ini melaJui Benda.hara Penerimaan Dina.~ KomunikaSl, 
lnforroatika dan Persanclian atllu Kas Oaerah (Bank Kalteng C..bong Muara Tew.hi 
denga.n menggunakan STRD, 

Dalam ha! Saudara telah meluoasi Tunggakan terse.but di ata.s. dlDlinta agaT Saudara 
scgera melap0rkan kepada kami. 

Muata Tcweh-, .... .................. 20 ... 
An. BupaLI Bruito Ulllta 

Kepala Oinas Komunika$,, lnformatika dan Per&ruld.tan 
Kabupaten Barlto Utara 

... ' ..................................... . 
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LAMPIRAN VI : 
PERATURAN BUPATl BAJUTO OTAR.A 
NOMOR 19 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELA.KSANAAN DAN 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSl 
PENGENDALlAN MENARA TELEKOMUNlKASl 

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGTHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 
RETRIBUSI ME NARA TELEKOMUNlKASI 

Pl!MJDUft'AB XAlltlPATD MJttl'O UTA.RA 
STRD 

Dl8KOlllII0'08AIIDI {Sant Ta(lba.a. Rlitrilnm NO. URUT : 
JL Pramukft No. 2 1 TeLepon l05 J9P2432 Doen.bJ I I I I I 

f'uimilc (0519) 21901. Muara TC"A'Ch Mas.a Pajak : .......... 
Tahun ...... -... 

Nama . . . ......................... ............. ......... 
Alam.at ................................................ 
NPWD : ............ ............. ........... ... ......... 
TanggaJ jatuh \empo ' . . .... .............. ...... .................. ..... 

I 

Berdasarkan Peraruran Daerah Nomor 8 Tahun 201 1 tela h dilakukan 
pemeriksaan a l.au keterangan Iain otas pclaksa.naan kewajiban : 
Rekening Pajak ' ...... ..................... ...... ....... 
Nama Pajak ' . ..... ................................... 
Dari peneliiian dan atau pemerik•aan teniebui diatao, pcrbjtungan jumlah 
yang ma sih harus dibayar adalah scbagai berikuL ; 
I • Paj ak yang kurang bayar Rp ................ ............ 
2 . Sanks i administrasi 

a. Sunga (pasal 53) 811, u • u 11--u , • Ul' II uu I ' .. 

3. Jumlah yang ban.ts dibayar (l + 2a) Rp. . .. ' ' ...................... 
Dengan huruf: I I 

~Blit\DAl:i i 
3, 11fuap pc.nyetomo dilak.ukan melalui Bendnhara Penerimaa.n Oinas Komunikasi, 

lnfonnatika don Persa.ndian atau Kas Oaernh (!lank Kalteog Q\OO"g Muam 'l'ewch) 
dcngan me-nggunakan $SRO~ 

4 , Apabila STRD ini tidak at.au kurang dibe.yar Jowat waktu paling lama 30 hari setelah 
STRO dlterfma dik:ena.krul sank$l adm.hilim·ul dendu. berupa bung.a eebcsar 2 % (dua 
penen) o,,p bulan 

KETERANGAN : 
Oemikian forrnuli r diisi dengan sebenar-benamya dan apabila lerdapa( 
ketidakbcnaran dalam pcmenuhan kcwajiban pcngisio.n formulir ini, kanri 
bersedia dikenaka n sanksi sesuai den•• n Peraturan Oaerah van2 berlaku. 

Muara Teweh , ................ ............. 20 .. 
An. Kepala Oinas Komunikasi, 

lnformat.ika dan Pcrsandian 
Kabupaten BariLO Utara 

Bcndahara Pencrima, 

......... ... ...... .. ... 
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NPWO 
Nama 
Alamat 

No. STRO: 

TANDA TERIMA 

.......... ····························· ·····~·····' , .... , ................................... . 

··········· ··············,···· ······ ··········20 ... 
Yang menerima 

IQ 


